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Semarang, 29 April 2024

Nomor . 000.8.6-2/ 1566 Kepada :
Lampiran : 1 (Satu) Bendel Yth. Kepala Biro Organisasi
Perihal : IKU Disperakim Provinsi Jawa Setda Provinsi Jawa Tengah
Tengah Tahun 2024-2026 di
Semarang

Menindaklanjuti surat dari Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah
Nomor 000.8.6.3/53 Tanggal 23 April 2024 hal Permintaan Data Indikator Kinerja
Utama Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan kualitas SAKIP di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka akan disusun Peraturan
Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami
sampaikan Draft Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperakim Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
AWASAN PERMUKIMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;

3. Pertinggal.



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

Urusan Pemerintahan
Yang Dilaksanakan
Tugas Pokok

Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan
Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Fungsi A

Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

2. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang
Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan,
Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Pelaksanaan dan  pembinaan = administrasi dan
kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan
Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Gubernur, sesuai dengan tugasnya.
PENJELASAN
TUJUAN DAN SASARAN (Alasan Pemilihan Indikator,
STRATEGIS INDIEKTOR KL Formulasi Pengukuran, Tipe
~ Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)
Tujuan 1 :
Meningkatkan kualitas Persentase rumah layak | « Alasan Pemilihan Indikator:
kawasan permukiman yang | huni dan terjangkau Indikator ini dipilih untuk
layak huni bagi masyarakat | yang terpenuhi mengevaluasi perbandingan
antara rumah layak hum
dengan jumlah rumah di
Provinsi Jawa Tengah
e Formulasi Pengukuran:
Jumlah Rumah Layak Huni
Tahun N+(N-1) dibagi Jumlah
Total Rumah dikali 100%
e Tipe Penghitungan:
Progres Positif
e Sumber Data:
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah
¢ Penanggung Jawab :
Kepala Dinas
Persentase kawasan e Alasan Pemilihan Indikator:
permukiman yang layak Indikator ini dipillh untuk
huni dan berkelanjutan mengevaluasi seberapa besar
' penanganan kawasan
permukiman kumuh yang ada di
Provinsi Jawa Tengah
s Formulasi Pengukuran:
Agregat Penanganan Kawasan
Kumuh Tahun N+(N-1) dibagi




TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)

(1)

(2)

(3)

Sasaran 1 :

Jumlah Total Kumuh Tahun
2018-2022 dikali 100%

Tipe Penghitungan:

Progres Positif

Sumber Data:

Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah

Penanggung Jawab :
Kepala Dinas

Meningkatnya jumlah rumah
layak huni bagi masyarakat

Persentase peningkatan
jumlah rumah layak huni
bagi masyarakat

Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi seberapa besar
peningkatan kualitas rumah
tidak layak huni di Provinsi
Jawa Tengah

Formulasi Pengukuran:
Jumlah  Pengananan  RTLH
Miskin Tahun N+(N-1) dibagi
Jumlah RTLH Miskin baseline
Tahun 2022

Tipe Penghitungan:

Progres Positif

Sumber Data:

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah

Penanggung Jawab :

Kepala Dinas

Persentase peningkatan
pemenuhan kebutuhan
rumah bagi masyarakat

Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini dipillh untuk
mengevaluasi seberapa besar
penyediaan rumah layak huni di
Provinsi Jawa Tengah

Formulasi Pengukuran:
Jumlah Pemenuhan Backlog
Miskin Tahun N+(N-1) dibagi
Jumlah Backlog Miskin baseline
Tahun 2022

Tipe Penghitungan:

Progres Positif

Sumber Data:

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah

Penanggung Jawab :

Kepala Dinas

Meningkatnya kualitas
kawasan permukiman

Persentase penurunan
kawasan kumuh

Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi seberapa besar
penurunan luasan kawasan
permukiman kumuh di Provinsi
Jawa Tengah

Formulasi Pengukuran:
Agregat Penurunan Kawasan
Kumuh Tahun N+(N-1) dibagi
Jumlah Total Kumuh Tahun
2018-2022 dikali 100%

Tipe Penghitungan:

Progres Negatif




TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)

(1)

(2)

(3)

¢ Sumber Data:

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah

Penanggung Jawab :

Kepala Dinas

Tujuan 2 :

Meningkatkan tata kelola
administrasi dan
pemanfaatan pertanahan

Persentase pengadaan
tanah untuk
kepentingan nmum

yang difasilitasi

Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi pelaksanaan
fasilitasi- pengadaan  tanah
untuk kepentingan umum di
Provinsi Jawa Tengah

Formulasi Pengukuran:
(Jumlah penyelenggaraan
pengadaan tanah yang
terfasilitasi / Jumlah pengajuan
pengadaan tanah) x 100%

Tipe Penghitungan:
Pengulangan

Sumber Data:

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah

Penanggung Jawab :

Kepala Dinas

Persentase Reforma

Alasan Pemilihan Indikator:

Agraria yang difasilitasi Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi pelaksanaan
penataan aset dan akses yang
difasilitasi di Provinsi Jawa
Tengah
Formulasi Pengukuran:
Jumlah fasilitasi pelaksanaan
Reforma  Agraria /  Hasil
Identifikasi Subjek, Objek dan
Kebutuhan  Akses  Reforma
Agraria) x 100%

Tipe Penghitungan:
Pengulangan
Sumber Data:
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah
Penanggung Jawab :
Kepala Dinas
Sasaran 2 :
Terlaksananya penetapan Persentase Alasan Pemilihan Indikator:
lokasi dalam rangka Terselesaikannya Indikator ini dipillh untuk
pengadaan tanah untuk Penetapan Lokasi dan mengevaluasi jumlah pengajuan
kepentingan umum Terfasilitasinya pengadaan tanah untuk

Pelaksanaan Pengadaan kepentingan umum yang

Tanah untuk difasilitasi di Provinsi Jawa

Kepentingan Umum Tengah
Formulasi Pengukuran:
Jumlah penyelenggaraan
pengadaan tanah yang

terfasilitasi / Jumlah pengajuan
pengadaan tanah) x 100%
Tipe Penghitungan:

Pengulangan




PENJELASAN

TUJUAN DAN SASARAN (Alasan Pemilihan Indikator,
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
(1) (2) (3)

Sumber Data:

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah

Penanggung Jawab :

Kepala Dinas

Terlaksananya reformasi
agraria di Provinsi Jawa
Tengah

Persentase Pelaksanaan
Reforma Agraria oleh
Gugus Tugas Reforma
Agraria

Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi jumlah penataan
aset dan akses yang difasilitasi
oleh Gugus Tugas Reforma
Agraria di Provinsi Jawa Tengah
Formulasi Pengukuran:
(Jumlah fasilitasi pelaksanaan
Reforma Agraria melalui Gugus
Tugas Reforma Agraria Provinsi/
Hasil Identifikasi Subjek, Objek
dan Kebutuhan Akses Reforma
Agraria) x 100%

Tipe Penghitungan:
Pengulangan

Sumber Data:

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah

Penanggung Jawab :

Kepala Dinas

Provay

Semarang, 29 April 2024
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